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Abstrak 

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan 

penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. terdapat tiga komponen 

utama terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang 

saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan 

dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang 

memenuhi persyaratan geometric. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelanggaran 

Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian 

yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau 

bahan-bahan hukum lainnya. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya penanggulangan 

pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat 

menyeluruh dan komprehensif melalui beragam media dengan mengedepankan rasionalitas 

dan urgensi pentingnya aturan hukum. Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat 

untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan demi kelancaran arus Lalulintas 

dan keselamatan pengendara. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas 

dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran 

lalu liantas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

Kata Kunci : Penanggulangan Pelanggaran, Lalu Lintas, Angkutan Jalan 

 

Abstract 

Traffic is one of the means of community communication that plays an important role in 

facilitating the implementation of national development. There are three main components 

of traffic, namely humans as users, vehicles and roads that interact with each other in the 

movement of vehicles that meet the eligibility requirements to be driven by the driver 

following the traffic rules established based on laws and regulations concerning traffic and 

road transportation through roads that meet geometric requirements. . What are the efforts 

to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 

concerning Road Traffic and Transportation. Normative legal research or doctrinal 

research, namely research conducted or intended to examine the content of written 

regulations or other legal materials. The factor of violation of Article 293 Paragraph (2) 

of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Efforts to 

overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 

concerning Road Traffic and Transportation. It is necessary to carry out comprehensive 

and comprehensive socialization activities through various media by prioritizing the 

rationality and urgency of the importance of the rule of law. The need to increase 
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awareness for the public to follow and carry out every regulation contained in Law No. 22 

of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for the smooth flow of traffic and the 

safety of motorists. The Traffic Police are expected to further improve their performance in 

dealing with traffic violations and to pay more attention to the quality and quantity of 

Traffic Police officers so that in dealing with traffic violations they do not encounter 

obstacles and run as expected. 

 

Keywords: Prevention of Violations, Traffic, Road Transportation 

 

A. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan bunyi Pembukaan 

UUD 1945, Indonesia adalah Negara ber-

dasar atas hukum (rechsstaat), bukan atas 

dasar kekuasaan belaka (machstaat), yang 

berarti segala tindakan pemerintah termasuk 

di dalamnya semua jajaran penegak hukum 

harus senantiasa berdasarkan atas hukum, 

yang lazim disebut dengan istilah “supre-

masi hukum”.Salah satu hukum yang harus 

ditegakkan di bidang lalu lintas jalan adalah 

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini 

mengatur tata cara berlalu lintas di jalan 

raya, menyangkut arah lalu lintas, perioritas 

menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur 

lalu lintas dan pengendalian arus di persim-

pangan. 

Lalu lintas merupakan salah satu 

sarana komunikasi masyarakat yang meme-

gang peranan penting dalam memperlancar 

pelaksanaan pembangunan nasional. terda-

pat tiga komponen utama terjadinya lalu 

lintas yaitu manusia sebagai pengguna, ken-

daraan dan jalan yang saling berinteraksi 

dalam pergerakan kendaraan yang memenu-

hi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh 

pengemudi mengikuti aturan lalu lintas ya-

ng ditetapkan berdasarkan peraturan per-

undangan yang menyangkut lalu lintas dan 

angkutan jalan melalui jalan yang meme-

nuhi persyaratan geometric.  

Masalah lalu lintas merupakan ma-

salah yang dihadapi oleh negara-negara ya-

ng maju dan juga negara-negara berkem-

bang seperti Indonesia. Namun, di Indo-

nesia, permasalahan yang sering dijumpai 

pada masa sekarang menjadi lebih parah 

dan lebih besar dari tahun-tahun sebelum-

nya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan 

dan polusi udara serta pelanggaran lalu 

lintas.
1
 

Dari berbagai kejadian kecelakaan 

yang terjadi, faktor kelelahan dan kurang 

hati-hatinya pengemudi banyak memicu ter-

jadinya kecelakaan. Faktor manusia meru-

pakan penyebab utama terjadinya kecelaka-

an lalu lintas di jalan raya hal tersebut ter-

jadi karena adanya kecerobohan atau keal-

paan pengemudi dalam mengemudikan ken-

daraannya 

Sedangkan  menurut Warpani, terja-

dinya kecelakaan lalu lintas disebabkan 

oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan 

lingkungan :  

a. Manusia, berkenaan dengan si-

kap, mental, perilaku, pengetahu-

an, dan keterampilan manusia se-

bagai pengguna jalan yang tidak 

berhati-hati, alpa, dan/atau seng-

aja melanggar ketentuan peratu-

ran lalu lintas.  

b. Kendaraan, menyangkut jumlah 

kendaraan yang tidak sebanding 

dengan kapasitas jalan dan kuali-

tas (kondisi) kendaraan yang su-

dah tidak laik jalan dan/atau me-

ngabaikan standar persyaratan 

kelengkapan kendaraan.  

c. Jalan, terkait panjang dan lebar 

jalan, kerusakan jalan, rambu-

rambu lalu lintas, sistem jaringan 

jalan, dan manajemen transpor-

tasi yang tidak professional atau 

tidak sesuai lagi dengan tingkat 

kepadatan lalu lintas dan angku-

tan jalan. 

                                                           
1
 Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa 

Lalu Lintas, Penerbit:UNS Press, Solo,2007, hlm.3. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
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d. Lingkungan, berkenaan dengan 

kondisi geografis, kontur tanah, 

pohonpohonan, dan cuaca (hujan) 

yang sangat mempengaruhi ke-

lancaran dan keselamatan lalu 

lintas dan angkutan jalan.
2
 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan 

Jalan adalah Undang-Undang yang mem-

perbaiki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1992 yang dianggap tidak sesuai lagi de-

ngan kondisi perubahan lingkungan dan 

kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan 

pengangkutan. Berlakunya Undang-Undang 

Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan telah membawa 

perubahan penting terhadap pengaturan sis-

tem transportasi Nasional, lalu lintas dan 

angkutan jalan di Indonesia. Dalam formu-

lasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 disebutkan, Lalu-lintas dan 

Angkutan Jalan diselenggarakan dengan 

tujuan :  

a. Terwujudnya penyelenggaraan 

Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan 

yang aman, selamat, tertib, lancar, 

dan terpadu dengan moda angkutan 

lain untuk mendorong perekomian 

nasional, memajukan kesejahteraan 

umum, memperkukuh persatuan dan 

kesatuan bangsa, serta mampu men-

junjung tinggi martabat bangsa;  

b. Terwujudnya etika berlalu-lintas dan 

budaya bangsa; dan  

c. Terwujudnya penegakan hukum dan 

kepastian hukum bagi masyarakat.
3
 

Sedangkan menurut Pasal 4 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan 

dinyatakan undangundang ini berlaku untuk 

membina dan menyelenggarakan Lalu Lin-

tas dan Angkutan Jalan yang aman, sela-

mat, tertib, dan lancar melalui :  

                                                           
2
 Warpani, S.P, Pengelolaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, ITB, Bandung, 2002, hlm. 108 
3
 Lihat  Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang  Lalu-lintas dan Angkutan 

Jalan 

a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, 

orang, dan/atau barang di jalan,  

b. Kegiatan yang menggunakan sarana, 

prasarana, dan fasilitas pendukung 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan  

c. Kegiatan yang berkaitan dengan re-

gistrasi dan identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, pendidi-

kan belalu lintas, Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas, serta penega-

kan hukum Lalu Lintas dan Ang-

kutan Jalan. 
4
 

Demikian juga dalam Paragraf 9 

UULLAJ tentang Tata Cara Berlalu Lintas, 

bagi pengemudi kendaraan Bermotor U-

mum salah satunya Pasal 126 UULLAJ ya-

ng menjelaskan kewajiban Pengemudi Ken-

daraan Bermotor Umum dan masih banyak 

pasal-pasal lainnya yang terkait dengan ber-

bagai kewajiban-kewajiban yang harus di-

taati oleh pengemudi kendaraan bermotor 

umum angkutan orang salah satu  kewaji-

ban pengendara sepeda motor yang harus 

ditaati adalah menyalakan lampu pada siang 

hari yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) 

Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam 

Pasal 293 ayat (2) di mana setiap orang 

yang mengemudikan sepeda motor di jalan 

tanpa menyalakan lampu utama pada siang 

hari dipidana dengan kurungan paling lama 

15 hari atau denda paling banyak Rp 100 

ribu. 

Menurut pasal ini mewajibkan pe-

ngendara sepeda motor untuk menyalakan 

lampu kendaraannya pada siang hari namun 

dalam kenyataannya masih banyak pengen-

dara sepeda motor yang tidak menjalankan 

peraturan tersebut. Tujuan utama pasal ini 

adalah untuk mengurangi tingginya angka 

kemacetan yang banyak terjadi saat ini, ser-

ta untuk menekan angka kecelakaan yang 

selalu meningkat setiap tahunnya. 

Menyalakan lampu utama sepeda 

motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu 

lintas adalah dengan menyalakan lampu 

utama maka pengendara atau pengguna 

                                                           
4
 Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang  Lalu-lintas dan Angkutan 

Jalan 
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jalan lain di depannya akan lebih cepat 

melakukan reaksi. Sehingga pengendara 

atau pengguna jalan lain akan segera me-

ngetahui keberadaan sepeda motor yang 

menyalakan lampu utama dan dapat mem-

berikan jarak atau posisi aman dijalan atau-

pun dengan menyalakan lampu utama seti-

daknya dapat mengurangi tingkat kemace-

tan. Sehingganya dengan adanya undang-

undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan umum utamanya pada 

pasal 107 ayat (2) maka di harapkan dapat 

mengurangi tingkat kemacetan dan kecela-

kaan dalam berlalu-lintas serta dapat mem-

berikan keamanan dan kenyamanan bagi 

pengendara dan pengguna jalan lain.Tapi 

kenyataan yang ada, pengendara sepeda 

motor masih banyak yang belum mematuhi 

aturan menyalakan lampu utama (light on) 

pada siang hari, jika dilihat pada kenyataan 

yang ada sebenarnya sudah sering dilaku-

kan pemeriksaan kendaraan mendadak yang 

dijalanan oleh petugas polisi atau gabungan 

polisi dan TNI, namun para petugas hanya 

melakukan razia terhadap perlengkapan 

pengendara seperti SIM dan STNK. Seda-

ngkan untuk perlengkapan kendaraannya 

sendiri masih jarang dilakukan pengece-

kan. Kepolisian telah melaksanakan ber-

bagai upaya dan kegiatan baik bersifat pre-

ventif, represif guna mewujudkan keama-

nan, keselamatan, ketertiban, dan kelanca-

ran berlalu lintas yang lebih mantap. 
 

B. PERMASALAHAN  

1. Apakah faktor Pelanggaran Pasal 

293 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan tersebut ? 

2. Bagaimanakah upaya penanggula-

ngan pelanggaran Pasal 293 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan? 
 

C. METODE PENELITIAN. 

Dalam hal ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif atau penelitian 

doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan 

atau ditujukan untuk mengkaji isi peratu-

ran-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum lainnya. Metode ini merupa-

kan cara yang tepat untuk melakukan se-

suatu menggunakan pikiran secara seksama 

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

penelitian adalah suatu kegiatan untuk 

mencari, mencatat dan menganalisa suatu 

yang di teliti sampai menyusun laporan .
5
 

 

D. PEMBAHASAN 

A. Faktor pelanggaran Pasal 293 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan  
Salah satu permasalahan yang sela-

lu dihadapi di kota-kota besar adalah ma-

salah lalu lintas. Hal ini terbukti dari ada-

nya indikasi angka-angkakecelakaan lalu 

lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini 

merupakan salahsatu perwujudan dari per-

kembangan teknologi modern. Perkemba-

ngan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi 

pengaruh, baik yang bersifat negative mau-

pun yang bersifat positif bagi kehidupan 

masyarakat. Sebagaimana diketahui sejum-

lah kendaraan yang beredar dari tahun 

ketahun semakin meningkat. Hal ini nam-

pak juga membawa pengaruh terhadap ke-

amanan lalu lintas yang semakin sering 

terjadi, pelanggaran lalu lintas yang me-

nimbulkan kecelakaan lalu lintas dan ke-

macetan lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah 

perbuatan atau tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan peraturan per-

undang-undangan lalu lintas. 
6
 Dengan kata 

lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan 

yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, 

baik dalam norma masyarakat atau hukum 

yang berlaku. Dalam konteks ini pelang-

garan lalu lintas adalah suatu tindakan baik 

sengaja ataupun tidak sengaja melakukan 

perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-

aturan lalu lintas yang berlaku. 

Dari hasil pengamatan yang dilaku-

kan oleh penulis terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan masih banyak pengen-

                                                           
5
 Cholid Narbuko, abu Achmadi,Metodologi 

Penelitian,Rineka Cipta, Jakarta,  2005, hlm. 2 
6
 Ramdlon Naning, Op.Cit. 
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dara yang tidak menaati atau melakukan 

pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang 

kewajiban menyalakan lampu utama pada siang 

hari. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:  

1. Faktor masyarakat  

a. Faktor ketidak pahaman/ketidak 

tahuan masyarakat.  

Dalam menciptakan dan memelihara 

Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta 

kelancaran Lalu Lintas setiap pengguna ja-

lan wajib memahami setiap aturan yang te-

lah dibentuk secara formal baik dalam ben-

tuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pe-

merintah, Perda dan aturan lainnya sehi-

nggah terdapat satu persepsi dalam pola tin-

dak dan pola pikir dalam berinteraksi di ja-

lan raya.  

Selain pemahaman terhadap penge-

tahuan tentang peraturan perundang-unda-

ngan yang berlaku, pengetahuan tentang 

karakteristik kendaraan merupakan suatu 

hal yang tidak dapat diabaikan, setiap ken-

daraan memiliki karakteristik yang berbeda 

dalam penanganannya, pengetahuan terha-

dap karakteristik kendaraan sangat berpe-

ngaruh terhadap operasional kendaraan di 

jalan raya yang secara otomatis akan ber-

pengaruh pula terhadap situasi lalu lintas. 

Pengetahuan tentang karakteristik kendara-

an dapat dengan mempelajari buku manual 

kendaraan tersebut atau dengan mempe-

lajari karakter kendaraan secara langsung. 

Ada beberapa pengendara sepeda 

motor melakukan pelanggaran lalu lintas 

dalam hal ini tidak menyalakan lampu uta-

ma pada siang hari karena tidak mengetahui 

berlakunya aturan tersebut. Untuk memini-

malkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, 

pengendara speda motor harus mengetahui 

ketentuan pelanggaran lalu lintas yang di-

atur dalam UU LLAJ khususnya mengenai 

adanya aturan kewajiban pengendara 

sepeda motor menyalakan lampu utama di-

siang hari.  

a. Faktor ketidak disiplinan masyara-

kat  

Pada umumnya setiap orang meng-

etahui adanya suatu aturan tentang kewa-

jiban pengendara menyalakan lampu utama 

pada siang hari tetapi tidak sedikit peng-

endara mengabaikan peraturan lalu lintas 

tersebut, sehingga masih banyak pengen-

dara tidak menyalakan lampu utama pada 

kendaraannya di siang hari.  

1. Faktor lemahnya penjatuhan san-

ksi oleh penegak hukum  

Masyarakat tidak menaati aturan 

tentang kewajiban menyalakan lampu uta-

ma pada siang hari juga disebabkan karena 

belum ada penindakan langsung atau sanksi 

tegas oleh pihak Sat Lantas kepada pengen-

dara yang tidak menyalakan lampu utama di 

siang hari saat berkendaraa sehingga tidak 

memberikan efek jera kepada masyarakat 

untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas 

tersebut. 

Efektif atau tidaknya suatu aturan 

hukum secara umum tergantung pada profe-

sional dan optimal pelaksanaan, peran dan 

wewenang dan fungsi dari penegak hukum, 

baik dalam menjalankan tugas dibebankan 

terhadap diri mereka maupun dalam me-

negakkan perundang-undangan tersebut. 

2. Faktor biaya operasional  

 Pada umumnya setiap orang me-

ngetahui adanya suatu aturan tentang kewa-

jiban pengendara menyalakan lampu utama 

pada siang hari saat berkendara, tetapi ada 

beberapa pengendara yang tidak setuju atas 

keberlakuan kewajiban menyalakan lampu 

utama pada siang hari saat berkendara 

sehingga masih banyak pengendara sepeda 

motor tidak menyalakan lampu utama di 

siang hari.  
 

B. Upaya penanggulangan pelangga-

ran Pasal 293 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angku-

tan Jalan 

Perkembangan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin  meni-

ngkat berdampak pada sarana dan prasarana 

pendukung moda transportasi yang berim-

plikasi terhadap timbulnya permasalahan 

lalu lintas yang semakin kompleks. Pertum-

buhan kepemilikan kendaraan bermotor 

berkembang dengan pesat bila tidak diim-
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bangi panjang jalan yang memadai, ketram-

pilan berkendaraan dan disiplin berlalu 

lintas bagi pemakai kendaraan bermotor 

dan pengguna jalan lainnya berakibat pada 

tingginya pelanggaran lalu lintas dan ting-

kat kecelakaan lalulintas menunjukkan kon-

disi yang sangat memprihatinkan.  Banyak 

sekali dijumpai permasalahan yang berkai-

tan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai 

dari yang ringan hingga yang berat.
7
 

Keamanan dan keselamatan di jalan 

merupakan harapan semua pengguna jalan. 

Lalu lintas merupakan urat nadi bagi tum-

buh dan berkembangnya masyarakat. Demi-

kian halnya kualitas hidup masyarakat un-

tuk dapat tumbuh dan berkembang sangat 

dipengaruhi faktor lalu lintas.  

   Polri sebagai Aparat Negara yang 

bertugas memelihara keamanan dan keterti-

ban masyarakat, penegak hukum, pelindung 

pengayom dan pelayan masyarakat dalam 

pelaksanaan tugasnya khususnya Polantas 

sebagai institusi Kepolisian yang menanga-

ni masalah-masalah lalu lintas berupaya 

mewujudkan dan memelihara keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu 

lintas. 

Dalam upaya menekan dan meme-

cahkan berbagai masalah lalu lintas telah 

dilakukan secara persuasif, edukatif dengan 

himbauan-himbauan baik melalui media 

elektronik maupun cetak serta melalui pen-

cegahan bahkan pada upaya penegakan 

hukum yang telah dilaksanakan belum 

membuahkan hasil yang optimal.  Masalah 

lalu lintas bukan semata-mata tanggung 

jawab Polantas sendiri tetapi merupakan 

hubungan fungsional, saling terkait dan 

bersama-sama antar stakeholders (peman-

gku kepentingan). 

Sesuai dengan misi Polantas adalah 

melindungi, mengayomi dan melayani mas-

yarakat melalui kegiatan Pendidikan Mas-

yarakat lalu lintas, penegakan  hukum  lalu  

lintas, pengkajian masalah lalu lintas, regis-

trasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

                                                           
7
  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum 

Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 

,2003, hlm 20   

dan pengemudi di jalan. Pada bagian peng-

kajian masalah lalu lintas merupakan salah 

satu upaya membangun kemitraan dan 

membangun kesadaran berlalu lintas para 

pengguna lalu lintas diantaranya dengan 

melakukan berbagai upaya pencegahan ke-

celakaan lalu lintas. 

Berbagai upaya mengatasi pelangga-

ran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan antara lain : 

1. Sanksi Berupa Kewajiban untuk 

Hadir di Persidangan 

Kebanyakan orang pasti enggan un-

tuk hadir di persidangan dan lebih memilih 

membayar denda. Untuk menghindari ke-

engganan itu, memungkinkan pengendara 

agar lebih menjaga ketertiban dan keama-

nan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan 

hukum yang semakin dapat mengurang-

i penyebab pelanggaran lalu lintas. Namun, 

dibutuhkan kesadaran lebih agar setiap ora-

ng yang melanggar aturan bisa hadir pada 

persidangan. 

Pemerintah harus lebih bersosialisai 

kemasyarakat dalam peraturanperaturan la-

lu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja 

peraturanperaturan lalu lintas yang berlaku 

atau yang baru diterapkan.  

2. Pemerintah harus menindak lan-

juti petugas-petugas yang tidak 

menerapkan hukum pidana deng-

an benar atau petugas yang me-

nyelesaikan masalah pelanggaran 

lalu lintas di tempat dalam kata 

lain jalur “damai”.  

3. Pendidikan bagi pengemudi. Se-

kolah pengemudi merupakan sua-

tu lembaga yang bertujuan untuk 

mengahasilkan pengemudi peng-

endara bermotor cakap dan ter-

ampil dalam mencegah kecela-

kaan maupun pelanggaran lalu 

lintas. 

4. Menambah/melengkapi dan me-

mperbaiki sebagian atau seluruh 

ramburambu lalu lintas yang ada 

dijalan. 

5. Pengawasan Melalui CCTV

https://hukamnas.com/penyebab-pelanggaran-lalu-lintas
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Melakukan pengawasan dengan me-

masang CCTV, untuk memantau identitas 

warga negara yang memiliki teladan saat 

berlalu lintas dan yang melanggar lalu lin-

tas. Pemerintah desa, kabupaten/kota, pro-

vinsi dan pusat tidak boleh pasif, mereka 

harus menjalin kerjasama sosial yang baik 

untuk memotivasi warga untuk tidak mela-

kukan berbagai hal baik pelanggaran lalu 

lintas maupun lainnya sebagai contoh pe-

langgaran kewajiban warga negara. 

Pemanfaataan media massa cetak, 

online atau televisi sebagai penyalur infor-

masi yang memberikan motivasi dan se-

mangat agar taat berlalu lintas, bukan hanya 

menyebarkan ketakutan dan memperketat 

hukuman. Masyarakat harus mendapat edu-

kasi dan sosialisasi melalui lembaga formal 

seperti sekolah atau kejar paket dan per-

kumpulan seperti karang taruna untuk 

memahami konsep sistem hukum Indonesia 

saat ini terutama soal akibat pelanggaran 

lalu lintas terhadap kehidupan manusia. 

Itulah tadi upaya mengatasi pelang-

garan lalu lintas mulai yang formal sampai 

edukatif. Semoga masyarakat Indonesia 

menjadi lebih termotivasi untuk bisa taat 

aturan karena semakin banyak kecelakaan 

dan tabrak lari yang melibatkan pihak tidak 

bertanggung jawab. 
 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Faktor pelanggaran Pasal 293 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan.  

Dari hasil pengamatan yang dilaku-

kan oleh penulis terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan masih banyak pengen-

dara yang tidak menaati atau melakukan 

pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang 

kewajiban menyalakan lampu utama pada 

siang hari. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah:  

a. Faktor masyarakat  

1) Faktor ketidakpahaman/keti-

daktahuan masyarakat.  

2) Faktor ketidakdisiplinan mas-

yarakat  

b. Faktor lemahnya penjatuhan sanksi 

oleh penegak hukum  

c. Faktor biaya operasional  

2. Upaya penanggulangan pelanggaran 

Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan 

a. Sanksi Berupa Kewajiban untuk 

Hadir di Persidangan 

Kebanyakan orang pasti enggan un-

tuk hadir di persidangan dan lebih memilih 

membayar denda. Untuk menghindari ke-

engganan itu, memungkinkan pengendara 

agar lebih menjaga ketertiban dan keama-

nan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan 

hukum yang semakin dapat mengurang-

i penyebab pelanggaran lalu lintas. Namun, 

dibutuhkan kesadaran lebih agar setiap ora-

ng yang melanggar aturan bisa hadir pada 

persidangan. 

Pemerintah harus lebih bersosialisai 

kemasyarakat dalam peraturanperaturan la-

lu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja 

peraturanperaturan lalu lintas yang berlaku 

atau yang baru diterapkan.  

b. Pemerintah harus menindak lan-

juti petugas-petugas yang tidak 

menerapkan hukum pidana deng-

an benar atau petugas yang me-

nyelesaikan masalah pelanggaran 

lalu lintas di tempat dalam kata 

lain jalur “damai”.  

c. Pendidikan bagi pengemudi. Se-

kolah pengemudi merupakan su-

atu lembaga yang bertujuan un-

tuk mengahasilkan pengemudi 

pengendara bermotor cakap dan 

terampil dalam mencegah kecela-

kaan maupun pelanggaran lalu 

lintas  

d. Menambah/melengkapi dan me-

mperbaiki sebagian atau seluruh 

ramburambu lalu lintas yang ada 

dijalan. 

e. Pengawasan Melalui CCTV

https://hukamnas.com/contoh-pelanggaran-kewajiban-warga-negara
https://hukamnas.com/contoh-pelanggaran-kewajiban-warga-negara
https://hukamnas.com/sistem-hukum-indonesia-saat-ini
https://hukamnas.com/sistem-hukum-indonesia-saat-ini
https://hukamnas.com/sistem-hukum-indonesia-saat-ini
https://hukamnas.com/penyebab-pelanggaran-lalu-lintas
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B. Saran 

1. Perlunya dilakukan kegiatan so-

sialisasi yang bersifat menyeluruh 

dan komprehensif melalui beragam 

mediadengan mengedepankan rasi-

onalitas dan urgensi pentingnya at-

uran hukum; 

2. Bagi Masyarakat: Perlunya meni-

ngkatkan kesadaran bagi masya-

rakat untuk mengikuti dan menja-

lankan setiap peraturan yang ada di 

dalam Undang-Undang No 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan demi kelanca-

ran arus Lalulintas dan keselama-

tan pengendara 

3. Lebih meningkatkan sosialisasi ke-

pada pengendara sepeda motor ten-

tang kewajiban menyalakan lampu 

utama di siang hari dengan mem-

perbanyak penempatan spanduk, 

baliho, pamphlet tentang keawaji-

ban tersebut di jalan-jalan proto-

kol. 

4. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar 

lebih meningkatkan kinerjanya da-

lam menangani pelanggaran lalu 

lintas dan agar lebih memperhati-

kan kualitas dan kuantitas personil 

petugas Polisi Lalu-Lintas agar 

dalam penanggulangan pelangga-

ran lalu liantas tidak menemui ken-

dala dan berjalan sesuai yang di-

harapkan. 
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